


 

SIMFONI-PPA menunjukkan peningkatan 

kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 

2019 hingga 2023, dengan jumlah kasus 

meningkat dari 11.055 (2019) menjadi 

18.175 (2023).  

Meningkatnya kasus kekerasan  

yang menimpa anak dari tahun ke tahun 

tersebut sangat beragam. Hal ini merupakan 

gambaran bahwa sampai dengan saat ini 

kondisi anak di Indonesia ternyata masih 

terancam kehidupannya. Berdasarkan data 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) tahun 2024, DKI Jakarta tercatat 

sebagai wilayah dengan jumlah kasus 

kekerasan anak tertinggi di Indonesia. 

\ 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

(DKI) Jakarta merupakan ibukota negara 

dengan penduduk yang tinggi. DKI Jakarta 

terdiri dari lima wilayah administratif, 

antara lain Kota Administratif Jakarta 

Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, 

Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan 

Kepulauan Seribu. Meskipun menjadi salah 

satu kota metropolitan yang maju, Provinsi 

DKI Jakarta menghadapi sejumlah masalah 

umum, seperti kemacetan dan banjir, salah 

satunya berkaitan dengan pemenuhan hak-

hak anak. 

Kekerasan di DKI Jakarta juga 

banyak terjadi di lingkup pendidikan, 

padahal perkembangan karakteristik 

seseorang sangat dipengaruhi oleh 

pendidikan. Kekerasan dalam pendidikan 

didefinisikan sebagai perilaku yang 

melewati batas kode etik dan peraturan 

pendidikan. Pelaku dari kekerasan ini dapat 

dilakukan oleh semua pihak yang ada di 

sekolah. 

Tabel 1.1 Data Kekerasan terhadap 

Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

di DKI Jakarta Tahun 2018-2022 

 

Sumber : SIMPONI PPA, 2024 

Jumlah kasus kekerasan di 

lingkungan pendidikan meningkat tiap 

tahunnya. Jenis kasusnya beragam, tetapi 

kasus perundungan dan kekerasan seksual 

menjadi yang terbanyak meski pemerintah 

sudah membuat peraturan antikekerasan di 



 

satuan pendidikan. KPAI mendapati 

sebanyak 44 persen kasus kekerasan 

dilakukan oleh oknum guru atau kepala 

sekolah. KPAI mendapati kekerasan fisik 

oleh guru dilakukan dengan dicubit, 

dipukul, ditampar, dibentak, dimaki, 

dijemur di terik matahari, hingga dihukum 

lari keliling lapangan sekolah. Hukuman ini 

sebagai modus mendisiplinkan siswa. 

Dari lima wilayah administratif di 

DKI Jakarta, Jakarta Selatan menjadi salah 

satu daerah dengan angka kekerasan anak 

yang cukup tinggi. Data SIMFONI-PPA 

menunjukkan bahwa jumlah kasus 

kekerasan terhadap anak di Jakarta Selatan 

mengalami peningkatan signifikan, dari 63 

kasus pada tahun 2020 menjadi 190 kasus 

pada 2021, dan mencapai 177 kasus pada 

tahun 2022. 

Tabel 1.2 Data Kekerasan terhadap 

Anak berdasarkan Wilayah DKI Jakarta 

Tahun 2018-2022 

 

Sebagai upaya mengatasi 

permasalahan ini, pemerintah menginisiasi 

program Sekolah Ramah Anak (SRA) 

melalui Peraturan Menteri PPPA No. 8 

Tahun 2014. Program ini merupakan bagian 

dari kebijakan Kota Layak Anak (KLA) 

yang bertujuan menciptakan lingkungan 

pendidikan yang aman, nyaman, dan 

mendukung tumbuh kembang anak. 

Namun, implementasi program ini masih 

menghadapi tantangan, terutama dalam 

pengawasan dan efektivitas 

pelaksanaannya. 

Jakarta Selatan telah mendapatkan 

berbagai penghargaan sebagai Kota Layak 

Anak dengan peringkat yang berfluktuasi 

dari Madya (2019-2020), Nindya (2021-

2022), hingga Pratama pada tahun 2023. 

Meski demikian, kasus kekerasan terhadap 

anak di wilayah ini tetap tinggi. Selain itu, 

jumlah sekolah yang berstatus Sekolah 

Ramah Anak di Jakarta Selatan masih 

tergolong sedikit, yakni hanya 88 sekolah 

dari total satuan pendidikan yang ada. SMP 

Negeri 73 Jakarta Selatan menjadi salah 

satu sekolah yang telah menerapkan 

program SRA sejak 29 September 2022. 

Sekolah ini berstatus akreditasi A dan 

menerapkan Kurikulum Merdeka, dengan 

total 969 siswa serta 45 tenaga pendidik. 

Namun, implementasi program SRA di 

sekolah ini masih menemui kendala. Pada 

Mei 2024, terjadi insiden bunuh diri 

seorang siswa yang diduga mengalami 

perundungan dan merasa terisolasi di 

lingkungan sekolah. Kejadian ini 

mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip 



 

Sekolah Ramah Anak belum sepenuhnya 

diterapkan secara efektif. 

SMP Negeri 73 Jakarta Selatan 

merupakan salah satu sekolah yang telah 

menerapkan program Sekolah Ramah Anak 

sejak 29 September 2022. Sekolah ini 

memiliki akreditasi A, menerapkan 

Kurikulum Merdeka, serta memiliki 969 

siswa dan 45 tenaga pendidik. Namun, 

meskipun secara administratif sekolah ini 

telah ditetapkan sebagai Sekolah Ramah 

Anak, implementasi prinsip-prinsipnya 

masih menghadapi berbagai tantangan. 

Salah satu bukti nyata dari belum 

optimalnya pelaksanaan program SRA 

adalah kasus seorang siswa di SMP Negeri 

73 pada Mei 2024. Siswa tersebut diduga 

melompat dari lantai tiga sekolah setelah 

diduga mengalami perundungan dan 

merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya. 

Kejadian ini menunjukkan bahwa 

penerapan Sekolah Ramah Anak di sekolah 

ini masih memiliki kekurangan, terutama 

dalam menciptakan lingkungan yang 

inklusif dan memberikan dukungan 

psikososial kepada siswa

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan identifikasi masalah 

diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian menjadi “Bagaimana 

implementasi program Sekolah Ramah 

Anak di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi program Sekolah Ramah 

Anak di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan?” 

TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah “Untuk menganalis implementasi 

program Sekolah Ramah Anak serta 

mendeskripsikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi program 

Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 

Jakarta Selatan.” 

KERANGKA TEORI 

Administrasi Publik 

Administrasi secara etimologi memiliki 

definisi dari bahasa latin (Yunani) yang 

terdiri atas dua kata, yaitu “ad” dan 

“ministrate” yang berarti “to serve” yang 

dapat didefinisikan sebagai pemberi 

layanan, pemeliharaan atau memenuhi. 

. Chandler dan Plano dalam Pasolong 

(2016:7), ilmu dan bidang ini mempelajari 

bagaimana memperbaiki masalah 

kelompok, sumber daya manusia, dan 

finansial. 

Menurut Jhon M. Pffiner dan Robert V. 

Presthus (Pasolong, 2022)1960:4, 

administrasi publik melibatkan 

implementasi kebijakan pemerintah yang 

telah disepakati oleh badan-badan 

perwakilan politik, serta koordinasi usaha 

individu dan kelompok untuk menjalankan 

kebijakan tersebut.  



 

Maka dapat disimpulkan administrasi 

publik merupakan ilmu yang mempelajari 

sistem dan tindakan pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan dan tujuan 

pemerintah di sektor legislatif dan 

eksekutif, serta untuk menyajikan 

pelayanan kepada masyarakat serta 

membuat kebijakan yang berpihak, 

responsif, dan efisien untuk masyarakat. 

Dalam konteks Sekolah Ramah Anak 

(SRA), keberhasilan implementasi program 

sangat bergantung pada koordinasi yang 

efektif antara berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pemerintah daerah, 

dinas pendidikan, sekolah, tenaga pendidik, 

orang tua, dan siswa. 

Program  

Implementasi program merupakan hal yang 

krusial dalam studi kebijakan publik. 

Program adalah sebuah rencana yang 

melibatkan berbagai unit yang mencakup 

kebijakan serta serangkaian kegiatan yang 

harus dilaksanakan dalam jangka waktu 

tertentu untuk diterapkan di lapangan. 

Program merupakan turunan dari suatu 

kebijakan. Program menjadi elemen 

penting dalam mengimplementasikan suatu 

kebijakan. 

Dengan adanya program, maka 

bentuk perencanaan suatu tindakan akan 

lebih teratur, tertata, dan mudah 

diimplementasikan. Saat merancang 

program, kebijakan harus menyebutkan 

secara rinci siapa yang akan 

melaksanakannya dan apakah program 

tersebut didukung oleh sumber daya yang 

memadai. Maka dari itu, penting bagi 

pemerintah untuk memperhatikan 

implementasi kebijakan publik yang tepat 

saat merancang dan melaksanakan program 

atau kebijakan publik.   

Menurut Tayibnapis (2008), 

program merupakan segala sesuatu yang 

dilakukan individu, kelompok, maupun 

organisasi dengan tujuan mendatangkan 

hasil yang diharapkan.   

Dari pendapat beberapa ahli diatas 

Arikunto (2010) menjelaskan bahwa dalam 

penentuan program dilihat dari 

kesinambungan kegiatan yang berlangsung 

secara terus menerus dan bukan kegiatan 

tunggal yang berlangsung secara singkat. 

Program itu adalah sebagai suatu kesatuan 

sistem. 

Model Implementasi Program  

Salah satu model implementasi program, 

seperti yang disampaikan oleh David C. 

Korten sebagaimana dikutip oleh Bahri et 

al. (2020), menggambarkan tiga elemen 

pokok, yaitu program itu sendiri, 

pelaksanaan program, dan kelompok 

sasarannya. Korten menegaskan bahwa 

keberhasilan pelaksanaan program 



 

tergantung pada konsistensi ketiga aspek 

implementasi program tersebut. 

1. Pertama, kesesuaian antara program 

dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian 

antara apa yang ditawarkan oleh 

program dengan apa yang 

dibutuhkan oleh kelompok sasaran 

(penerima manfaat).  

2. Kedua, kesesuaian antara program 

dengan organisasi pelaksana, yaitu 

kesesuaian antara tugas yang 

disyaratkan oleh program dengan 

kemampuan organisasi pelaksana 

dengan kapasitas dan kemampuan 

organisasi yang menjalankan 

program.  

3. Ketiga, kesesuaian antara kelompok 

pemanfaat dengan organisasi 

pelaksana, Mencerminkan 

kesesuaian antara persyaratan yang 

diajukan oleh organisasi untuk 

mencapai hasil program dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh 

kelompok sasaran program. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dalam penulisan ini 

menggunakan jenis penelitian yang bersifat 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Dalam penelitian yang terkait dengan 

penerapan etika pelayanan publik pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Semarang, teknik penentuan informan 

dalam penelitian ini adalah orang-orang 

yang benar mengetahui dan terlibat 

langsung untuk memperoleh Key Informan 

(orang-orang yang mengetahui dengan 

benar dan terpercaya). Subjek penelitian 

yang diambil pada penelitian ini, yaitu aktor 

yang terlibat dalam implementasi program 

Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 

Jakarta Selatan, diantaranya adalah Tim 

Pelaksana Program Sekolah Ramah Anak di 

SMP Negeri 73 Jakarta, murid, dan 

orangtua murid. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 

dengan reduksi data, penyajian data, dan 

melakukan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Program Sekolah Ramah 

Anak di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan 

Kesesuaian Program dan Penerima 

Manfaat 

Pelaksanaan Program Sekolah 

Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 73 

Jakarta Selatan memiliki dasar kebijakan 

yang kuat dari Dinas Pendidikan, yang 

berfungsi sebagai pedoman utama dalam 

mencapai tujuan program. Program Sekolah 

Ramah Anak bertujuan untuk melindungi 

anak di lingkungan sekolah dengan 

mengedepankan pemenuhan hak-hak 

mereka. 



 

Model kesesuaian David C. Korten 

dalam Bahri et al. (2020) menunjukkan 

bahwa keberhasilan suatu program sangat 

ditentukan oleh kesesuaiannya dengan 

kebutuhan penerima manfaat, dalam hal ini 

siswa. Jika program telah dirancang dan 

diimplementasikan sesuai dengan 

kebutuhan siswa, maka hasil yang 

diharapkan dapat tercapai secara optimal. 

Namun, jika terdapat ketidaksesuaian 

antara program dan penerima manfaat, 

maka implementasi program akan 

mengalami kendala. 

Salah satu aspek penting dalam 

mendukung keberhasilan program adalah 

sosialisasi mengenai konsep dan prinsip 

SRA kepada seluruh pemangku 

kepentingan, terutama siswa, guru, dan 

orang tua. Jika sosialisasi berjalan dengan 

baik, maka program SRA dapat diterima 

dan diimplementasikan secara efektif. SMP 

Negeri 73 Jakarta telah melakukan 

sosialisasi melalui pembiasaan dan 

melibatkan siswa serta guru dalam praktik 

langsung yang mencerminkan nilai-nilai 

ramah anak. Salah satu bentuknya adalah 

penyambutan siswa di pagi hari oleh OSIS 

dan guru, yang dikenal dengan kegiatan 

'salam pagi'. Kegiatan ini dilaksanakan 

untuk menanamkan kebiasaan positif dalam 

interaksi di sekolah dan menciptakan 

lingkungan yang mendukung secara 

emosional dan sosial. 

Namun, hasil temuan menunjukkan 

adanya kesenjangan antara harapan sekolah 

dan realitas di lapangan. Meskipun ada 

kemajuan dalam peningkatan kesadaran 

akan perlindungan dan hak anak, sosialisasi 

program Sekolah Ramah Anak belum 

sepenuhnya memenuhi ekspektasi. 

Beberapa siswa belum memahami makna 

dan tujuan dari program ini. Sosialisasi 

masih bersifat formal dan kurang 

difokuskan secara khusus pada pemahaman 

mendalam mengenai program SRA. 

Akibatnya, pesan inti dari program ini 

belum benar-benar dipahami oleh sebagian 

besar siswa. 

SMP Negeri 73 Jakarta juga 

menerapkan budaya sekolah yang 

mendukung implementasi SRA, seperti 

budaya 3S (Senyum, Salam, Sapa). Budaya 

ini bertujuan menciptakan suasana sekolah 

yang positif dan mendukung kebutuhan 

siswa secara emosional dan sosial. Selain 

itu, dalam aspek pembelajaran, sekolah 

mengadopsi Kurikulum Merdeka yang 

selaras dengan prinsip-prinsip ramah anak. 

Melalui program Proyek Penguatan Profil 

Pelajar Pancasila (P5), siswa tidak hanya 

memperoleh pengetahuan akademik, tetapi 

juga mengembangkan karakter, 

keterampilan sosial, serta kemampuan 

bekerja sama. Program ini bertujuan untuk 

menciptakan pembelajaran yang lebih 



 

bermakna dan sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik. 

SMP Negeri 73 Jakarta memastikan 

bahwa sarana dan prasarana sekolah 

mendukung program Sekolah Ramah Anak. 

Fasilitas yang telah disediakan meliputi 

toilet yang memperhatikan privasi siswa 

dengan pemisahan antara laki-laki dan 

perempuan serta menyediakan toilet duduk 

dan jongkok. Sekolah juga telah 

meningkatkan keamanan dengan 

menyesuaikan desain tangga agar lebih 

aman, serta menyesuaikan penempatan 

ruang kelas untuk meminimalisir risiko 

kecelakaan. Selain itu, penyediaan 

lapangan olahraga yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa menjadi bagian dari upaya 

menciptakan lingkungan sekolah yang 

ramah anak. 

Sebagai sekolah yang mendukung 

hak-hak anak secara psikologis dan 

emosional, SMP Negeri 73 Jakarta 

menyediakan saluran pengaduan yang jelas 

bagi siswa. Sekolah telah menempatkan 

informasi kontak pengaduan di berbagai 

lokasi strategis untuk memastikan siswa 

dapat melaporkan permasalahan yang 

mereka hadapi dengan mudah. Menurut 

Evianah (2023), mekanisme pengaduan 

yang efektif dapat meningkatkan 

kepercayaan siswa terhadap sistem sekolah 

dan memastikan bahwa setiap keluhan 

ditindaklanjuti dengan serius dan adil. 

Meskipun berbagai langkah telah 

dilakukan untuk mendukung program 

Sekolah Ramah Anak, masih terdapat 

tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya 

adalah gangguan di Zona Selamat Sekolah 

(ZOSS) akibat keberadaan pedagang kaki 

lima dan parkir sembarangan yang 

mengganggu akses siswa saat masuk dan 

keluar sekolah. Selain itu, meskipun sudah 

ada mekanisme pengaduan, beberapa siswa 

masih menganggap bahwa sistem ini belum 

sepenuhnya efektif dalam menangani 

kasus-kasus kecil, seperti candaan 

berlebihan yang berpotensi mengarah ke 

perundungan ringan. Oleh karena itu, 

pengawasan yang lebih ketat dan edukasi 

mengenai pentingnya pengaduan perlu 

diperkuat agar program ini berjalan lebih 

optimal. 

Secara keseluruhan, implementasi Program 

Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 

Jakarta telah menunjukkan perkembangan 

yang positif. Sekolah telah berupaya 

menciptakan lingkungan yang mendukung 

dengan berbagai program, budaya sekolah, 

serta fasilitas yang memadai. Namun, masih 

terdapat tantangan dalam efektivitas 

sosialisasi, pengelolaan lingkungan sekolah 

yang aman, serta optimalisasi pemahaman 

siswa terhadap konsep Sekolah Ramah 

Anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

lebih lanjut dalam meningkatkan 

sosialisasi, pengawasan terhadap fasilitas 

sekolah, serta kolaborasi dengan 



 

stakeholder untuk menciptakan lingkungan 

pendidikan yang benar-benar mendukung 

hak-hak anak. 

Kesesuaian  Kesesuaian antara program 

dengan organisasi pelaksana 

Program Sekolah Ramah Anak 

memiliki tujuan utama untuk memastikan 

bahwa anak di lingkungan sekolah 

mendapatkan hak-haknya dan perlindungan 

yang layak. Dalam model kesesuaian David 

C. Korten (Bahri et al., 2020), keberhasilan 

program sangat dipengaruhi oleh 

kesesuaian antara program itu sendiri 

dengan organisasi pelaksana. 

Program Sekolah Ramah Anak di 

SMP Negeri 73 Jakarta memiliki landasan 

hukum yang menjadi acuan dalam 

pelaksanaannya. Kebijakan ini merupakan 

bentuk komitmen pemerintah daerah dan 

satuan pendidikan dalam mewujudkan 

lingkungan sekolah yang aman, nyaman, 

dan mendukung perkembangan anak. 

Kebijakan ini berbentuk Surat Keputusan 

(SK) dari Pemerintah Daerah, SK Kepala 

Satuan Pendidikan, serta peraturan internal 

sekolah. Organisasi pelaksana program 

Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 

Jakarta terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil 

Kepala Sekolah, Guru, Siswa, dan Orang 

Tua. 

SMP Negeri 73 Jakarta melibatkan seluruh 

pihak terkait dalam penyelenggaraan 

program Sekolah Ramah Anak, mulai dari 

kepala sekolah hingga siswa, dalam tahapan 

perencanaan sampai evaluasi. Hal ini 

sejalan dengan prinsip Bush (2008 dalam 

Gaol, 2023) bahwa pengambilan keputusan 

kolektif dapat meningkatkan keberlanjutan 

program. SMP Negeri 73 Jakarta 

menunjukkan komitmennya melalui 

berbagai langkah strategis yang sejalan 

dengan organisasi pelaksananya. 

Salah satu langkah awal yang dilakukan 

adalah pembuatan alat peraga seperti papan 

informasi, banner, spanduk, dan 

pemanfaatan media sosial. Pembuatan alat 

peraga ini bukan sekadar formalitas, tetapi 

berfungsi sebagai identitas sekolah 

sekaligus pengingat bagi seluruh warga 

sekolah mengenai komitmen mereka dalam 

menjalankan Sekolah Ramah Anak. Selain 

itu, alat peraga ini juga menjadi media 

sosialisasi bagi masyarakat luas, 

menegaskan bahwa SMP Negeri 73 

berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip 

Sekolah Ramah Anak. 

Komitmen organisasi pelaksanaan program 

Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 

Jakarta dapat dilihat dari pembentukan tim 

pelaksana program SRA melalui SK 

internal sekolah. SK ini mengatur 

pembentukan Tim Pelaksana dan Tim 

Pengembang SRA, mencakup peran serta 

tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. 

Langkah ini bertujuan agar program dapat 



 

berjalan dengan optimal sesuai prosedur 

yang telah ditetapkan. Pasha et al. (2022) 

menyatakan bahwa keberadaan tim 

pelaksana SRA merupakan kebutuhan 

utama dalam memenuhi indikator SRA. 

Persiapan tenaga pendidik dan 

kependidikan dalam suatu program 

memiliki peran krusial karena berpengaruh 

terhadap kualitas pelaksanaan serta hasil 

yang diperoleh (Desty et al., 2024). Para 

guru di SMP Negeri 73 Jakarta telah 

mengikuti berbagai kegiatan 

pengembangan profesional seperti webinar, 

seminar, dan pelatihan. Namun, hingga saat 

ini, sekolah belum menerima pelatihan 

khusus yang secara spesifik membahas 

implementasi Sekolah Ramah Anak, 

sehingga pemahaman terhadap program 

masih bersifat umum. 

Kondisi di SMP Negeri 73 Jakarta 

menunjukkan adanya ketidakselarasan 

antara kebijakan Sekolah Ramah Anak 

dengan kapasitas sekolah sebagai 

organisasi pelaksana. Salah satu tantangan 

utama adalah belum adanya pelatihan 

khusus bagi tenaga pendidik mengenai 

implementasi SRA. Selain itu, sekolah telah 

menjalankan tiga program lain yang 

memiliki tujuan serupa dengan SRA, yaitu 

Program Ramah Anak, Laboratorium 

Pancasila, dan Tim Anti Perundungan. 

Namun, tumpang tindih materi 

antarprogram membuat implementasi 

kurang efektif. 

Sebagai organisasi pelaksana, SMP Negeri 

73 Jakarta telah berupaya mengelola dan 

mengalokasikan anggaran sesuai dengan 

kebutuhan melalui Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS). Sekolah 

memiliki komitmen kuat dalam 

menerapkan prinsip Sekolah Ramah Anak 

dengan mengutamakan pemeliharaan 

fasilitas, pelatihan guru, serta program 

pendukung lainnya. Namun, tantangan 

utama yang dihadapi adalah keterbatasan 

dukungan anggaran dari pemerintah pusat. 

SMP Negeri 73 hanya menerima anggaran 

dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

dan Bantuan Operasional Pendidikan, 

sehingga alokasi dana untuk program SRA 

perlu disesuaikan dengan skala prioritas. 

Pemantauan dan evaluasi adalah aspek 

penting dalam memastikan kesesuaian 

antara program dan organisasi pelaksana. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi Sekolah 

Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta 

dilakukan oleh tim internal sekolah secara 

berkala. Rapat evaluasi melibatkan guru, 

staf sekolah, dan orang tua siswa untuk 

mengidentifikasi area yang memerlukan 

perbaikan (Desty et al., 2024). Dengan 

adanya evaluasi yang berkelanjutan, 

sekolah dapat menyesuaikan strategi dan 

tindakan untuk meningkatkan efektivitas 

implementasi program. 



 

Dengan demikian, kesesuaian antara 

Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di 

SMP Negeri 73 Jakarta dengan organisasi 

pelaksananya mencerminkan bahwa 

meskipun terdapat tantangan dalam 

implementasi, program ini tetap dapat 

dijalankan secara optimal. Keberadaan 

kebijakan formal, komitmen organisasi 

pelaksana, serta strategi pengelolaan 

anggaran yang efektif menjadi faktor utama 

dalam keberlanjutan program. Namun, 

diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk 

pelatihan yang lebih spesifik mengenai 

SRA serta optimalisasi pemantauan dan 

evaluasi untuk memastikan program ini 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa 

dan dapat berjalan secara berkelanjutan. 

Kesesuaian antara Kelompok Sasaran 

dan Organisasi Pelaksana 

Dalam konteks pelaksanaan 

program Sekolah Ramah Anak di SMP 

Negeri 73 Jakarta, kesesuaian antara 

kelompok sasaran dengan organisasi 

pelaksana memainkan peran penting dalam 

keberhasilan kesesuaian program. 

Kelompok sasaran, yaitu siswa SMP Negeri 

73 Jakarta, perlu memiliki pemahaman 

mengenai makna dan tujuan program ini. 

Tingkat pemahaman siswa terhadap 

program dan tujuan SRA berperan penting 

dalam pelaksanaan dan efektivitas program 

tersebut. 

Berdasarkan temuan yang diperoleh, 

pemahaman siswa mengenai program ini 

bervariasi, terutama dalam aspek tujuan dan 

implementasi program itu sendiri. Siswa 

yang aktif terlibat dalam kegiatan terkait 

program ini cenderung memiliki 

pemahaman yang lebih baik. Namun, masih 

ada siswa yang belum sepenuhnya 

menyadari urgensi program ini dalam 

menciptakan lingkungan sekolah yang 

aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. 

Hal ini disebabkan masih kurangnya 

sosialisasi khusus mengenai program 

Sekolah Ramah Anak dari organisasi 

pelaksana. 

Perbedaan tingkat pemahaman ini 

menunjukkan bahwa masih terdapat 

kesenjangan dalam keselarasan antara 

siswa sebagai kelompok sasaran dan 

sekolah sebagai organisasi pelaksana. 

Beberapa faktor yang menyebabkan 

kesenjangan ini meliputi kurangnya 

informasi, pengalaman langsung siswa 

terhadap program, serta strategi komunikasi 

yang belum sepenuhnya efektif dalam 

menjangkau seluruh siswa. 

Untuk mengatasi kendala tersebut, 

organisasi pelaksana berupaya 

meningkatkan sosialisasi dan edukasi 

mengenai SRA dengan memanfaatkan 

berbagai platform komunikasi. Salah satu 

cara yang dilakukan adalah dengan 

memanfaatkan media sosial dan platform 



 

digital, seperti Instagram yang dikelola oleh 

OSIS dan MPK. Melalui platform ini, 

sekolah dapat menyebarluaskan informasi 

terkait acara-acara penting, program 3S 

(Senyum, Sapa, Salam), serta kegiatan yang 

mendukung penerapan nilai-nilai toleransi 

dan mencegah intoleransi. Konten-konten 

ini membantu siswa memahami 

implementasi SRA dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Sekolah sebagai organisasi pelaksana 

Program Sekolah Ramah Anak 

berkomitmen untuk memberikan dukungan 

berkelanjutan dan berkoordinasi dengan 

berbagai pihak guna memastikan 

kesesuaian program dengan kebutuhan 

siswa sebagai kelompok sasaran. Salah satu 

upaya yang dilakukan adalah membangun 

kerja sama erat dengan orang tua melalui 

Komite Sekolah. Menurut Moles, 

sebagaimana dikutip oleh Wulandari et al. 

(2022), partisipasi orang tua dalam 

pendidikan dapat bervariasi dalam bentuk 

dan tingkat, baik dalam lingkungan sekolah 

maupun di luar sekolah. Hal ini sejalan 

dengan standar pelaksanaan Sekolah 

Ramah Anak yang menekankan pentingnya 

partisipasi orang tua. 

Namun, masih terdapat tantangan dalam 

membangun keselarasan ini, seperti banyak 

orang tua yang hanya mengandalkan 

Komite Sekolah sebagai perwakilan mereka 

dalam menyampaikan aspirasi dan terlibat 

dalam program sekolah. Tingkat kehadiran 

orang tua dalam pertemuan sekolah juga 

masih tergolong rendah. Selain itu, masih 

ada orang tua yang menyerahkan 

sepenuhnya proses pembelajaran kepada 

sekolah tanpa melakukan evaluasi atau 

pendampingan di rumah. 

Siswa perlu dilibatkan dalam berbagai 

kegiatan, seperti sosialisasi, perencanaan, 

penyusunan kebijakan, proses 

pembelajaran, pengawasan, serta 

mekanisme pengaduan yang berkaitan 

dengan pemenuhan hak dan perlindungan 

anak di lingkungan pendidikan. 

Berdasarkan SK tim pelaksana SRA, 

sejumlah perwakilan siswa dipilih untuk 

menjadi anggota tim yang mengelola 

program tersebut. Namun, keanggotaan tim 

SRA di SMP Negeri 73 Jakarta berakhir 

pada tahun 2022 dan tidak diperbarui 

karena tim SRA ini tidak digencarkan. 

Meskipun demikian, partisipasi siswa tetap 

terlihat melalui kegiatan yang mendukung 

program Sekolah Ramah Anak, yaitu 

kegiatan anti-perundungan, di mana siswa 

dari kelas 7, 8, dan 9 dilibatkan sebagai duta 

anti-perundungan. 

Keputusan sekolah untuk tidak 

memperbarui tim Sekolah Ramah Anak dan 

menggantinya dengan tim Anti-

Perundungan mencerminkan adanya 

ketidakseimbangan dalam implementasi 

program. Meskipun tim Anti-Perundungan 



 

mendukung program SRA, pada 

kenyataannya, perubahan ini 

mempersempit cakupan program yang 

seharusnya lebih luas dan komprehensif. 

Program SRA tidak hanya berfokus pada 

isu perundungan, tetapi juga mencakup 

kebijakan sekolah, fasilitas ramah anak, 

proses pembelajaran yang inklusif, serta 

keterlibatan siswa, orang tua, dan 

komunitas. Dengan menghilangkan tim 

SRA, partisipasi siswa dalam perencanaan, 

pengawasan, dan evaluasi program menjadi 

terbatas hanya pada isu perundungan, 

sehingga keselarasan antara kelompok 

sasaran (siswa) dan organisasi pelaksana 

(sekolah) menjadi terganggu. 

Dari perspektif teori implementasi David C. 

Korten (Bahri et al., 2020), keberhasilan 

suatu program sangat bergantung pada 

keselarasan antara program dan kelompok 

sasaran serta organisasi pelaksana. Jika 

sekolah benar-benar berkomitmen terhadap 

Sekolah Ramah Anak, seharusnya tim SRA 

tetap dipertahankan dan diperbaharui secara 

berkala, sementara program Anti-

Perundungan dapat menjadi bagian dari 

upaya perlindungan anak tanpa 

menggantikan keseluruhan program SRA. 

Tanpa keberlanjutan tim SRA, ada risiko 

bahwa implementasi SRA akan kehilangan 

arah dan tidak lagi berjalan secara optimal, 

sehingga sekolah tidak sepenuhnya 

mewujudkan prinsip-prinsip Sekolah 

Ramah Anak secara menyeluruh. 

Keberadaan tim Anti-Perundungan di SMP 

Negeri 73 Jakarta memang menunjukkan 

adanya partisipasi siswa dalam 

menciptakan lingkungan yang lebih aman 

dan harmonis. Melalui pelatihan dan 

keterlibatan dalam kegiatan yang 

mempererat hubungan dengan guru, siswa 

tidak hanya mendapatkan pemahaman 

tentang perundungan, tetapi juga 

membangun kedekatan yang dapat 

mendorong keterbukaan dan kepercayaan 

dalam melaporkan kasus perundungan. 

Selain itu, peran peer educator, seperti duta 

anti-perundungan, memberikan pengaruh 

positif dalam membangun kesadaran dan 

kepedulian siswa terhadap lingkungan 

sosial mereka. 

Dari perspektif teori implementasi David C. 

Korten dalam Bahri et al., (2020), 

keberhasilan program sekolah ramah anak 

tidak hanya bergantung pada kebijakan 

yang dibuat oleh pihak sekolah, tetapi juga 

pada keselarasan antara program dengan 

kebutuhan siswa serta keterlibatan aktif 

mereka dalam implementasinya. Oleh 

karena itu, partisipasi siswa yang meluas 

hingga ke pengambilan keputusan dan 

pengelolaan lingkungan belajar 

menunjukkan adanya keterhubungan yang 

baik antara program dan penerima manfaat, 

yang merupakan salah satu elemen kunci 



 

dalam keberhasilan implementasi program 

sekolah ramah anak.

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis implementasi 

Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di 

SMP Negeri 73 Jakarta Selatan, berikut 

kesimpulan dari tiga indikator utama: 

a. Kesesuaian antara Program dan 

Penerima Manfaat  

Implementasi Program Sekolah Ramah 

Anak (SRA) di SMP Negeri 73 Jakarta 

Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan 

tujuan program. Sosialisasi yang dilakukan 

sekolah masih bersifat formal dan kurang 

interaktif, sehingga banyak siswa yang 

belum sepenuhnya memahami makna dan 

tujuan program SRA. Meskipun proses 

pembelajaran telah berjalan sesuai dengan 

prinsip SRA melalui Kurikulum Merdeka, 

budaya 3S, dan metode pembelajaran yang 

inklusif, masih ada kendala dalam aspek 

sarana dan prasarana, seperti kebersihan 

toilet yang kurang terjaga dan belum 

optimalnya penerapan Zona Selamat 

Sekolah (ZOSS). Selain itu, meskipun 

sekolah memiliki mekanisme pengaduan 

yang jelas dan melibatkan Tim Anti-

Perundungan, budaya candaan berlebihan 

masih menjadi tantangan dalam 

menciptakan lingkungan yang benar-benar 

aman dan nyaman bagi siswa. 

b. Kesesuaian antara Program dan 

Organisasi Pelaksana  

SMP Negeri 73 Jakarta Selatan telah 

menunjukkan komitmen dalam 

menjalankan Program Sekolah Ramah 

Anak dengan adanya kebijakan formal, 

pembentukan tim pelaksana, serta integrasi 

nilai-nilai ramah anak dalam berbagai 

aspek pendidikan. Namun, terdapat 

tantangan dalam kesiapan organisasi 

pelaksana, terutama dalam hal pelatihan 

guru dan tenaga kependidikan. Hingga saat 

ini, sekolah belum menerima pelatihan 

khusus yang membahas implementasi 

konkret Sekolah Ramah Anak, sehingga 

penerapan kebijakan masih kurang 

optimal. Selain itu, sekolah menghadapi 

kendala dalam alokasi anggaran karena 

tidak adanya dana khusus dari pemerintah 

pusat, sehingga implementasi program 

harus disesuaikan dengan anggaran 

sekolah yang terbatas. 

c. Kesesuaian antara Kelompok Sasaran 

dan Organisasi Pelaksana  

Meskipun terdapat partisipasi siswa dalam 

berbagai program sekolah, keterlibatan 

mereka dalam Sekolah Ramah Anak belum 

optimal. Tim Sekolah Ramah Anak di SMP 

Negeri 73 Jakarta Selatan tidak lagi 

diperbarui sejak tahun 2022 dan digantikan 



 

oleh Tim Anti-Perundungan, yang cakupan 

tugasnya lebih sempit dibandingkan 

Sekolah Ramah Anak. Hal ini 

menunjukkan adanya ketidakseimbangan 

dalam implementasi program, karena 

Sekolah Ramah Anak seharusnya 

mencakup aspek yang lebih luas, seperti 

kebijakan sekolah, fasilitas, dan partisipasi 

siswa dalam pengambilan keputusan. 

Selain itu, keterlibatan orang tua juga 

masih rendah, dengan banyak yang hanya 

mengandalkan Komite Sekolah sebagai 

perwakilan mereka tanpa keterlibatan 

langsung dalam mendukung program SRA. 

SARAN 

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat 

beberapa langkah yang dapat diambil 

untuk meningkatkan efektivitas 

implementasi Program Sekolah Ramah 

Anak (SRA) di SMPN 73 Jakarta Selatan, 

yaitu: 

1. Kesesuaian antara Program dan 

Penerima Manfaat  

Untuk meningkatkan kesesuaian antara 

Program Sekolah Ramah Anak dan 

penerima manfaat, khususnya siswa, 

diperlukan upaya yang lebih interaktif 

dalam sosialisasi program, seperti kegiatan 

berbasis simulasi, proyek siswa, serta 

diskusi kelompok yang dapat membantu 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

hak dan kewajiban mereka dalam 

menciptakan lingkungan sekolah yang 

aman dan nyaman. Selain itu, sekolah perlu 

meningkatkan fasilitas, seperti menjaga 

kebersihan toilet dan merawat sarana yang 

tersedia, yang harus didukung dengan 

edukasi tentang tanggung jawab siswa 

serta penerapan aturan yang lebih tegas 

dalam penggunaan dan perawatan fasilitas 

sekolah. Untuk menciptakan lingkungan 

sekolah yang lebih aman, diperlukan 

penataan ulang Zona Selamat Sekolah 

(ZOSS) dengan strategi terpadu agar area 

lebih tertata, nyaman, dan mendukung 

keselamatan siswa. Penataan ulang dapat 

dilakukan dengan merelokasi Pedagang 

Kaki Lima ke zona khusus yang tidak 

mengganggu lalu lintas serta menyediakan 

shelter ojek online dan drop-off zone agar 

kendaraan tidak berhenti sembarangan di 

depan sekolah.  

2. Kesesuaian antara Program dan 

Organisasi Pelaksana  

Peningkatan kapasitas mereka 

menjadi hal yang krusial agar program 

dapat berjalan secara optimal. Sekolah 

perlu mengadakan pelatihan khusus yang 

membekali mereka dengan keterampilan 

dalam menerapkan metode pembelajaran 

yang lebih inklusif, komunikasi yang 

berbasis empati, serta strategi dalam 

mencegah dan menangani kasus 

perundungan. Pelatihan ini sebaiknya 

dilakukan secara berkala dan berbasis 



 

praktik sehingga guru dapat menerapkan 

pendekatan yang lebih efektif dalam 

mendukung kesejahteraan siswa.  

Terkait dengan masalah keterbatasan 

anggaran, sekolah perlu memperkuat kerja 

sama dengan sektor swasta, LSM, dan 

komunitas guna mendapatkan dukungan 

pendanaan tambahan. Salah satu langkah 

konkret adalah menjalin kemitraan dengan 

perusahaan melalui program Corporate 

Social Responsibility (CSR) yang berfokus 

pada pendidikan dan kesejahteraan anak. 

3. Kesesuaian antara Kelompok 

Sasaran dan Organisasi 

Pelaksana  

Untuk memastikan kesesuaian antara 

kelompok sasaran dan organisasi 

pelaksana dalam implementasi Program 

Sekolah Ramah Anak, diperlukan sistem 

umpan balik yang efektif dan dua arah, di 

mana siswa dapat dengan mudah 

menyampaikan pengalaman, kesulitan, 

serta saran mereka terkait program ini. 

Sekolah perlu menyediakan berbagai 

saluran komunikasi yang mudah diakses, 

seperti kotak saran digital atau fisik dan 

forum diskusi kelas. Selain itu, evaluasi 

berkala melalui survei online, kuesioner, 

dan diskusi kelompok terfokus (FGD) 

dapat membantu sekolah mengukur 

pemahaman siswa, tingkat partisipasi, serta 

hambatan yang dihadapi dalam program 

Sekolah Ramah Anak. 

Selain itu, perlu adanya pengaktifan 

kembali Tim Sekolah Ramah Anak dengan 

melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, 

tenaga kependidikan, siswa, dan 

perwakilan orang tua, agar tim ini dapat 

berfungsi lebih optimal dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

program secara berkelanjutan. Keterlibatan 

orang tua juga perlu ditingkatkan dengan 

memberikan fleksibilitas melalui diskusi 

online, webinar parenting, dan mentoring 

virtual, serta sosialisasi rutin dan apresiasi 

bagi yang aktif berpartisipasi, didukung 

oleh kemitraan dengan dunia usaha dan 

komunitas. Selain itu, pemanfaatan 

aplikasi atau media sosial sebagai sarana 

komunikasi serta pertemuan hybrid dapat 

memastikan keterlibatan mereka. 
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